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Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik 

ABSTRAK: • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), 

dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah diberlakukan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti 

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan 

perkembangan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti. 

• Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2014; PP 

No. 56 Tahun 2014; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. 

• Permenkum ini mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan 

kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak 

Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan 

Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. 

CATATAN: • Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2025. 

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan 

Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786) terkait ketentuan izin operasional LMK di bidang 

lagu dan/atau musik; dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

• Lampiran file: 31 hlm. 

 


